
BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

 . Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian yang telah dikemukakan 

pada bab sebelumnya, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut: 

5.1.1 Implementasi Kebijakan PSBB terhadap Penanganan Pandemi Covid-19 di 

Provinsi Gorontalo 

Factor komunikasi, dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah 

diperlukan yang namanya komunikasi baik kepada pelaku kebijakan maupun kepada 

objek kebijakan dalam hal ini masyarakat. Dalam penelitian ini pemerintah sudah 

melaksanakan komunikasi baik dengan para aparatur pemerintahan maupun kepada 

masyarakat dengan baik dan maksimal dalam rangka mengimplementasikan kebijakan 

PSBB ini di Provinsi Gorontalo. Hal ini dibuktkan dengan adanya rapat koordinasi antar 

pejabat pemerintahan dan penyediaan akses informasi serta distribusi informasi kepada 

masyarakat baik secara online maupun secara langsung berupa himbauan untuk 

memutus mata rantai penyebaran covid-19 di Provinsi Gorontalo. 

Faktor Sumberdaya, factor ini juga sangat memiliki peranan yang penting dalam 

mengimplementasikan kebijakan PSBB ini di Provinsi Gorontalo, dan sesuai hasil 

penelitian pemerintah sudah baik dan maksimal dalam memanfaatkan sumberdaya ini 

untuk mengatasi menerapkan kebijakan PSBB ini di Provinsi Gorontalo yang 

dibuktikan dengan adanya seluruh aparatur pemerintahan yang turun langsung dan 

bertugas di lapangan pada saat pelaksanaan kebijakan PSBB diterapkan, adanya 

anggran unuk operasional, adanya fasilitas untuk menunjang penerapan kebijakan PSBB 

ini dan adanya peraturan gubernur dan surat keputusan sebagai pedoman dalam 



melaksanakan wewenang untuk penugasan pada implementasi kebijakan PSBB 

tersebut.  

Factor disposisi. Disposisi atau kemauan dan kecenderungan dalam 

implementasi kebijakan PSBB juga sangat berpengaruh dan dibutuhkan untuk 

implementasi kebijakan PSBB di Provinsi Gorontalo. Terkait disposisi sendiri terhadap 

kebijakan PSBB ini, sesuai hasil penelitian kecenderungan yang terjadi terhadap 

penaganan covid-19 sudah cukup baik. Hal ini dibuktikan sebagaimana hasil penelitian 

yaitu pemerintah bersam-sama berperan dan bergotong-royong sesuai tugasnya masing-

masing untuk menerapkan kebijakan PSBB ini guna memitigasi angka penyebaran 

covid-19 di Provinsi Gorontalo. Hal ini juga dibuktikan oleh adanya para pejabat tinggi 

pemerintahan yang turun langsung dalam memberikan bantuan dan himbauan kepada 

masyarakat untuk tetap taat pada aturan pemerintah demi menyelesaikan persoalan 

kesehatan yang timbul karena covid-19. 

Faktor Struktur Birokrasi. Dalam pelaksanaan kebijakan PSBB ini tentu 

diperlukankan pembagaian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan lain 

sebagainya untuk dapat mewujudkan kebijakan yang efektif sesuai harapan pemerintah. 

Hal ini bisa dilaksanakan dengan baik dan maksimal karena dalam kebijakan PSBB ini 

semua unsur pemerintahan berperan dan saling berhubungan untuk menerapkan 

kebijkan PSBB di Provinsi Gorontalo sesuai kewenangan dan tugasnya masing-masing. 

Hal ini juga dibuktikan dengan terpenuhinya 2 karakteristik dalam struktur birokrasi 

yaitu adanya SOP berupa PERGUB NO.5 Tahun 2020 dan SK Gubernur No. 152 Tahun 

2020 tentang pelaksanaan PSBB di Provinsi Gorontalo. 



5.1.2 Faktor yang menghambat pemerintah daerah dalam menangani pandemic 

covid-19 di Provinsi Gorontalo 

faktor yang menghambat pemerintah dalam menangani pandemic covid-19 di 

Provinsi Gorontalo yaitu ketidakpercayaan masyarakat terhadap covid-19 dan 

ketidakpatuhan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam 

menanggulangi pandemic covid-19 yang terjadi di Provinsi Gorontalo. 

5.2.3 Dampak kebijakan PSBB terhadap masyarakat di Provinsi Gorontalo 

Dampak yang terjadi karena kebijakan PSBB yang diaksanakan oleh pemerintah 

Provinsi Gorontalo yaitu dampak ekonomi, dampak psikologis dan dampak sosial. 

5.2 Saran  

Adapun saran yang penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: Diharapkan kepada pemerintah untuk tetap memfasilitasi dan memberikan 

kebutuhan masyarakat yang terdampak pandemic covid-19 di Provinsi Gorontalo, mulai 

dari ketersediaan fasilitas baik itu fasilitas kesehatan, fasilitas ekonomi dan lain 

sebagainya sehingga dapat mengantisipasi atau mencegah masyarakat yang tidak akan 

melaksanakan kebijakan pemerintah daerah untuk penanganan pandemic covid-19 di 

Provinsi Gorontalo. Serta taerkait dengan pengoptimalan sumberdaya baik aparat 

pemerintahan, anggaran, kebijakan atau kewenangan dan lain sebagainya harus bisa 

dilaksanakan secara maksimal dan tetap berada pada koridor yang tepat untuk 

mengatasi permasalahan yang terjadi yang diakibatkan oleh covid-19, juga terkait 

dengan komunikasi dan perhatian kepada petugas penanganan pandemic covid-19 serta 

masyarakat yang terdampak akibat covid perlulah adanya perhatian khusus dari 

pemerintah untuk dapat memeulihkan kondisi masyarakat yang terkena dampak akibat 

pandemic covid-19 di Provinsi Gorontalo. 



Kepada masyarakat harapannya bisa lebih bijak dalam menyikapi persoalan 

yang ditimbulkan oleh covid-19 dengan lebih memperhatikan anjuran pemerintah dan 

tokoh-tokoh setempat serta bisa lebih taat terhadap kebijakan pemerintah tanpa 

menghilangkan nilai-nilai kekritisan terhadap kebijakan pemerintah untuk tetap 

menciptakan kebijakan yang lebih konstruktif dan lebih efektif serta untuk mencapai 

kepentingan bersama. 
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